PANDUAN SAKU OPERASIONAL & EDUKASI

Peraturan Bupati Gunungkidul No. 64 Tahun 2025:
Penanganan Pengaduan Masyarakat Berkadar Pengawasan

Cetak Biru Akuntabilitas dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah




Matriks Kriteria Pengaduan
Berkadar Pengawasan

// ) Siapa pelakunya?\ (
3. Pamong 4. Staf Pamong
1. ASN Pemda 2. Lurah | Kalurahan Kalurahan
; 1. Penyalahgunaan w J w J
o Wewenang |
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— Administratif
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S | 3. Korupsi, Kolusi, w Q/ J Q/
: Nepotisme (KKN)
o
< [ Pelanggaran Qﬁ Qf 0 )
= e : Pengecualian Khusus: Laporan terhadap
Disiplin Pegawai Sekretaris Daerah dan Inspektur Daerah tidak

ditangani melalui jalur standar ini (Pasal 13).
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Ekosistem Pelapor dan Perisai Perlindungan

Perseorangan

Kel K
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[572]] Badan Hukum
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)\ ASN Pemerintah
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‘\""" } Daerah
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(Pasal 4.3).

{ Kerahasiaan Identitas: Pemerin
Daerah wajib menjamin kerahasiaan
identitas Pengadu secara-absolut

S SN

of)

&

|| Perlindungan Karier: Jaminan

| penuh perlindungan karier bagi
pelapor internal (ASN) (Pasal 4.4).
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Konvergensi Kanal Pelaporan ke Satu Pusat Saraf Digital =

Whistle =
: Tatap Muka
Blowing
System Langsting
Media | | &= Surat
Sosial - Qp >N/ Resmi
% SPAN > T

SEFTIU::] kanal, baik tatap muka maupun
. digital, wajib bermuara dan di-input ke

_ W B Galam SP4AN (Pasal 2 & Pasal 7).
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SMS Ee f Website
Call Center Email
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Anatomi Laporan yang Valid (Checklist Pasal 3)

1. Identitas Pengadu:

S

(i

=0

Nama, NIK, dan Kontak

e,

............

2. Substansi Pengaduan:

F

Deskripsi jelas

mengenai pelanggaran
pelanggaran hukum atau
wewenang.
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Nama Terlapor | Mama Terlzpor 3
Jabatan Jabatan
- e,
'F_
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19 Sep. 2021 21 Bep. 2021 25 Ht;p FiiFy |

& B Lamp'lranl1l.|:ldf @

Ateetment | 24 Foto Buktijpg

—— 3. Pihak Terlibat:
Siapa saja subjek yang
dilaporkan.

f—; 4. Waktu & Kronologi:
Kapan, di mana, dan

bagaimana urutan
peristiwanya.

5. Bukti Pendukung:

) Dokumen, foto, atau
rekaman (jika tersedia).



Master Blueprint: 5 Tahapan Pengelolaan Pengaduan

B

L) . pecrimacn Yl > vrtias g Wl Y v Y Lo

Pencatatan _ Filter . P Penyerahan Proses
awal ke dalam /4 kelengkapan pemberitahuan /4 wewenang ke /4 '/ penelaahan, /4
sistem SP4AN. /J&¥/ identitas dan kepada pihak /#&<p, Inspektorat /#4¥/ investigasi, dan//4

a buktiawal. /Jamw¥/ © pengadu. /Jamwd/ | Daerah. //ummwy/ resolusi.
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=" SLA Perinqatan: 10 HARI KERJA

(= Jika informasi tidak lengkap, pengadu diberi waktu
s\  maksimal 10 hari. Jika terlewati tanpa perbaikan, |
pengaduan otomatis diarsipkan (Pasal 8) l

I! . Penerimaan )} > -

Pengaduan diterima 2N Pemeriksaan

secara langsung atau /4 kesesuaian subjek,

digital dan diberikan / #/ objek, dan
kode tracking 4 kewenangan.

Aplikasi SP4N. / /4



Tahap 3 & 4: Rantai Distribusi Kewenangan

Tanggapan 3 Pejabat = Inspektorat
Awal (SP4N) )} w4/ Penghubung /& Daerah

Pemberitahuan resmi Jembatan antara Penerima akhir
kepada pengadu bahwa |/ #4 sistem SP4N dan tim /&4 distribusi kewenangan / #;
laporan telah lolos /2% investigator. Memiliki / #74 untuk segera dilakukan
verifikasi dan sedang/ 4’ & hak untuk tindak lanjut dan / /4
diproses. / mengembalikan /4 penelaahan

laporan jika di luar’ 4 materi.
kewenangan. / &4




Tahap 5 (A): Analisis & Penelaahan Inspektorat

Penelaahan awal wajib menghasilkan kesimpulan dan saran berdasarkan analisis Kritis terhadap tiga elemen utama:

ldentifas'pinak'yang: - N — Keterangan-yang |
melaporkan danipihak /} \ melanggar hukumjaturan, /§ \\ memuat fakta, data, atau

terlapor. \ . atau penyalahgunaan /// petunjuk terjadinya
L\ wewenang. . // i pelanggaran.

~_ Pengecualian: Laporan Tanpa Nama (Anonim)
— tetap dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya
asalkan objek dan bukti sangat kuat (Pasal 1629



Keputusan Inspektur
Daerah (Pasal 16.4)

1. Koordinasi

Memerlukan informasi khusus dari
Instansi teknis terkait.

2. Klarifikasi

Upaya aktif tim untuk melengkapi
bukti dan mencari fakta di lapangan.

3. Pengawasan

Ditingkatkan menjadi tahapan Audit,
Reviu, Evaluasi, atau Pemantauan formal. |

Proses dihentikan jika tidak memenuhi ‘I

4. Pengarsipan |
kelayakan materi pengaduan.




Fokus Operasional: Alur Proses Klarifikasi

4. Pelaporan & Ekspose

Menyusun ringkasan fakta dan kesimpulan |
akhir (diputuskan untuk Dihentikan atau |
Ditingkatkan ke Pengawasan).

3. Keterangan

Mengambil surat pernyataan atau
keterangan pengakuan dari pihak
terkait atas analisa sementara.
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2. Pengumpulan Bukti

|
Permintaan tambahan data, '. ‘
dokumen, dan penggalian fakta = | | _ _ n
lapangan ferkait substansi. ~| i —

I | Pe——
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1. Persiapan

Pembentukan tim internal.

PeEnyusunan rencana, dan :
penerbitan surat tugas resmi.

-
-—_
[ = E

~
|
|




Interseksi Eksternal: Kolaborasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH)
Mekanisme wajib jika terdapat pelimpahan kasus pidana/hukum dari Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 18-20).

. Titik Temu
¢ Proses Verifikasi Bersama

laporan! 38 ' vang hasilnya wajib

"5# melakuk amnvt,ntarlsam dituangkan dalam
Berita Acara Resmi.




Akuntabilitas Resolusi: Garis Waktu & SLA

Maksimal
10 Hari Kerja

T TR T

ii » I
l.—-" - _ ————F.
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Maksimal
60 Hari Kerja

Status di SP4N
dikunci menjadi:

olut penyampaian |1i/r

status tindak lanjut atau =
pelaksanaan rekomendasi sejak
diterima Pejabat Penghubung.

Batas waktu pengadu
melengkapi syarat formulir.

Jika gagal mematuhi SLA ini, Sudah Selesali

Ditindaklanjuti.

laporan otomatis diarsipkan.

Pelaporan Tahunan: Bupati wajib melaporkan rekapitulasi Kinerja penanganan pengaduan

Ini kepada Gubernur DIY setiap akhir tahun (Pasal 32).




Kanal Utama Syarat Mutlak

o I Aplikasi SP4AN sebagal pusat Laporan wajib memiliki & Elemen:
1™ o saraf dan integrasi tunggal — ldentitas, Substansi, Pihak

untuk semua pintu pelaporan. _ | g [erlibat, Kronologi, dan Bukti.

\
Transnaranﬁi
\ Terwujud / / Al

Perlindungan Hukum — Kepastian Waktu —
@ Jaminan kerahasiaan identitas = SLA ketat: 10 Hari untuk ,J:{ il
|| ﬂ

- verifikasi kelengkapan & 60 Hari [ ﬂ

untuk resolusi akhir. ool
— I_,LA_ | | J

Vismndudlen T eloll Pemertielien Dasred yeng Gel, e, den Respenstt

r\J publik dan perlindungan karier
— —  absolut bagi ASN.




